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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang maha sempurna.
Tiada ilmu dan kekuatan kecuali mutlak milikNya sehingga atas berkah dan rahmat
serta curahan ilmu dariNya, Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Stategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 86 Tahun 2017 dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Fungsi Rencana Strategis
ini pada dasarnya adalah untuk memberikan haluan dan arahan dengan merinci
langkah-langkah dan kegiatan yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan untuk mencapai targetnya. Namun Rencana Strategis ini bukanlah alat
yang baku, sehingga terbuka untuk disesuaikan apabila terjadi hal-hal penting yang
bersifat internal maupun eksternal.

Sebagai haluan dan acuan rencana strategis ini memuat pokok-pokok pikiran yang
bersumber dari sejumlah isu strategis yang membantu menetapkan program dan
kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan disusun menurut skala prioritas serta
mendukung kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang
akan dicapai.

Demikian Rencana Stategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan ini
disusun untuk dipedomani, semoga bermanfaat dan selamat bekerja.

Medan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

M. AZHAR HARAHAP, SP, M.MA
PEMBINA UTAMA MUD
NIP. 19621231 198303 1 104
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah
konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan
nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan
dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing—masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan dalam waktu jangka menengah, setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra), yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program
Kepala Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
merupakan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi
pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Dalam rangka memasuki periode pembangunan jangka menengah
tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera
Utara menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018-2023 yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan
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daerah 5 (lima) tahun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk Masa Jabatan 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan penyusunan pokok-pokok pikiran yang
bersumber dari sejumlah isu strategis serta diskusi dengan para pakar dan
tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam
Renstra. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan
dilaksanakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran yang akan dihimpun dalam
dokumen perencanaan pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, peraturan
perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organiasasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam merumusan kebijakan dan

program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan
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merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan;

2. Dasar bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, RKA-
OPD dan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara,

3. Menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mendukung pembangunan
ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Sumatera Utara tahun 2018-2023, bertujuan:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam  melaksanakan
pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera
Utara sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara periode tahun 2018-2023;

2. Menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan mengenai rencana
penggunaan sumber daya dalam melaksananakan tugas pokok dan
fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-
2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 disusun secara sistematis ke dalam
naskah dengan sistematika penulisan terdiri dari 8 (delapan) BAB. secara garis

besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud

dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
|
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daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta
pedoman vyang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERNAGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi

sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan
sasaran/ target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah
dan/atau indikator lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB 1l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan

Perangkat Daerah.
|
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat
daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menelaah kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari
gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada
Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah
provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan
implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan
metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari
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perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen

Renstra.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi menjelaskan bahwa Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah
satu Dinas Daerah dalam kedudukannya pada organisasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunan Organiasasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan
provinsi di bidang ketahanan pangan dan peternakan serta tugas pembantuan
sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tugas, Fungsi , Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan
dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan
kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan
lingkup bidang tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan
dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan
kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan
lingkup bidang tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan
berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan
pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan

peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
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4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan
kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan
penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya,;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara merupakan OPD Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas
sebagai pimpinan OPD yang merupakan pejabat eselon Il dan terdiri dari 12 (dua
belas) pejabat eselon Il yaitu 4 (empat) kepala bidang dan 7 (tujuh) Kepala Unit
Pelayanan Teknis (UPT). Masing-masing pejabat eselon Il terdiri dari 3 (tiga)

pejabat eselon IV . Adapun struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

[ KEPALA DINAS J

{ SEKRETARIAT ]

KELOMPOK JABATAN )
FUNGSIONAL |
Sub Bagian Umum Sub Bagian Sub Bagian Program,
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Panaan

dan
Pemasaran
Hasil Ternak

Pemberan

tasan
Penyakit

/UPTD: \ o

Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Inseminasi Buatan

Kesehatan Masyarakat Veteriner [ UPTD 1
Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak

Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona

Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 berjumlah 214 orang. Adapun Kondisi
ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan kualifikasi

pendidikan, golongan/ ruang, jabatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan

kualifikasi pendidikan menurut jenis kelamin.

Jenis Pendidikan Jumlah
Kelamin SD SLTP SLTA D3 S1 S2
Laki-laki 2 32 62 16 115
Perempuan 0 0 20 9 58 12 99
Jumlah 2 52 10 120 28 214

Tabel 2.2. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan

kualifikasi golongan/ ruang menurut jenis kelamin

Jenis Golongan/ ruang Jumlah
Kelamin I Il I v
alb|{c|d|a|b|C|D|ja|b|c|d|ja|b|]C]|d
Laki-laki 0|0 |0 |O 3 /21|0 |4 |30|17|20|10|8 |1 |0 |116
Perempuan [0 |0 |0 |0 |O 0O |8 |1 |13|35 11|17 |11|2 |O 0 |98
Jumlah 0|0 |0 |O 3 |29|1 |17|65|28|37|21|10|1 |0 |214

Tabel 2.3. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan

kualifikasi jabatan menurut jenis kelamin

Jenis Eselon Jumlah
Kelamin v I I
Laki-laki 21 10 1 32
Perempuan 15 2 0 17
Jumlah 36 12 1 49
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2.2.2 Sumberdaya Asset atau Modal

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara memiliki
aset berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya. Berbagai sarana dan prasarana yang ada dirasakan sudah cukup
memadai. Sarana dan prasarana yang masih kurang akan dilakukan perbaikan
ataupun pengadaan sesuai dengan keadaannya.

Jenis asset yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
terdiri dari:

1. Tanah bangunan kantor dan rumah

2. Gedung kantor, laboratorium, dan aula

3. Peralatan dan mesin yaitu alat-alat angkutan (kendaraan roda dua dan roda
empat), alat-alat pertanian dan peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga,
alat-alat studio dan komunikasi.
Instalasi listrik, air, telepon, dan internet
Buku perpustakaan

Hewan/ ternak dan tanaman

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1 Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata
berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pangan merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lampiran pada
Undang-Undang tersebut menjelaskan pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi di

bidang pangan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
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Tabel 2.4. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi bidang Pangan dan Peternakan

Bidang Sub Urusan Urusan Daerah Provinsi
Bidang Pangan 1. Penyelenggaraan Pangan | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
Berdasarkan Kedaulatan Dan | pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
Kemandirian

2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan.

b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan
cadangan pangan provinsi.

c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai
dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.

3. Penanganan Kerawanan Pangan

a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan
kabupaten/kota.

b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.

c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada
kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

4, Keamanan Pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas
Daerah kabupaten/kota.

Bidang Peternakan

1. Sarana Pertanian

a. Pengawasan peredaran sarana pertanian

b. sarana pertanian.Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih
dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

c. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan

RENSTRA DKPP PROVSU 2019-2023

14




d. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman
pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi.
e. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan
hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
g. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang
sumbernya dari Daerah provinsi lain.
2. Prasarana Pertanian a. Penataan prasarana pertanian.
b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi.
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah
Masyarakat Veteriner wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk
hewan lintas Daerah provinsi.
c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas
penyakit dan unit usaha produk hewan.
d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan.
a. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
4. Pengendalian dan Penanggulangan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
bencana pertanian
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Urusan Pemerintah Daerah Provinsi tersebut menjadi pedoman/ acuan bagi
Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pangan yaitu
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pertanian (peternakan) yaitu urusan pilihan. Adapun Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Renstra tahun sebelumnya dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Peningkatan Skor PPH

Keberhasilan pembanguan ketahanan pangan dapat diketahui dari
kualitas konsumsi pangan masyarakat yang dapat dipantau menggunakan ukuran
Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan menunjukkan
situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu
gizinya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi
akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun
jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam
jumlah dan jenisnya. Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung
menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin
beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang, sehingga konsumsi pangan
sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal
sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi (WNPG X 2012).

Adapun perkembangan Skor Pola Pangan Harapan dua tahun terakhir

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan Skor PPH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 — 2018

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Skor PPH 84,8 85,2 85,7 88,5 89,1
Konsumsi

Capaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2018 telah melewati target
yang ingin dicapai, hal ini dapat terwujud karena adanya ketersediaan pangan
yang cukup, stabilitas harga pangan, pengawasan keamanan pangan dan
tersosialisasinya secara merata di masyarakat akan pentingnya pola pangan yang
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beragam, berimbang dan sehat. Tentunya ke depan masih dibutuhkan kerja yang
lebih baik dari sebelumnya sehingga target 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai.

Untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat beberapa hal
yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Ketersediaan Pangan.

Menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas upaya peningkatan produksi
pangan seperti produksi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan
lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Potensi
lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dan masih dapat
dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan derah dan menunjang pangan
nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi
ketahanan pangan wilayah, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi juga harus diperhatikan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai fungsinya mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang
pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong
pemantapan ketersediaan pangan yaitu berperan untuk meningkatan koordinasi
dalam kebijakan ketersediaan atau pangan, penanganan kerawanan pangan, dan
pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, kondisi ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Utara
Kondisi

tahun 2013-2017 cenderung semakin membaik dan kondusif.

ketersediaan pangan yang semakin baik ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6. Kondisi Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2013- 2017 (Ton)

Tahun

No. URAIAN 2013 | 2014 2015 2016 2017

1. Beras
Ketersediaan 2.041.508 | 1.967.542 | 2.205.071 2.457.466 | 2.827.199
Kebutuhan 1.740.549 | 1.714.429 | 1.760.623 1.760.623 | 1.761.313
Surplus/ defisit 300.959 253.113 444.448 696.843 1.065.886

2. Jagung
Ketersediaan 885.285 1.025.808 | 1.138.246 35.783 103.702
Kebutuhan 25.646 67.031 25.646 21.743 25.949
Surplus/ defisit 859.640 958.776 1.112.600 14.040 77.752

3. Kedelai
Ketersediaan 2.999 5.215 6.126 4.423 53.167
Kebutuhan 4.851 4.856 100.073 108.854 101.259
Surplus/ defisit (1.852) 359 (93.947) (104.431) | (48.092)
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Bawang Merah

Ketersediaan 6.789 6.468 8.150 9. 944 13.049
Kebutuhan 33.716 29.318 35.263 43.488 39.911
Surplus/ defisit (26.927) (22.850) (27.112) (33.542) (26.862)
Cabai Merah

Ketersediaan 101.361 132.467 127.255 162.181 88.993
Kebutuhan 54.497 85.155 54.497 95.892 32.437
Surplus/ defisit 46.865 47.312 72.759 66.289 56.556
Daging Sapi

Ketersediaan 18.345,97 | 24.411 24.543,10 | 22.394 26.862,27
Kebutuhan 25.187 28.652 24.252 24.252 24.539,1
Surplus/ defisit (6.840,8) (4.241) 291,3 (1.858) 2.323,2
Daging Ayam Ras

Ketersediaan 56.270,78 | 55.399,37 | 57.807,28 60.645,90 | 73.133
Kebutuhan 47.975 49.561 50.770 50.770 67.976
Surplus/ defisit 9.840 8.255 7.045 7.045 5.157
Telur Ayam Ras

Ketersediaan 15.341,38 | 143.788 147.906,69 | 146.253 154.907,8
Kebutuhan 96.310 86.8888 97.425 164.187 98.579
Surplus/ defisit (80.969) 56.900 50.481 (17.934) 56.328

Kebutuhan komaoditi pangan di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar
dapat dipenuhi dari potensi Provinsi Sumatera Utara seperti beras, jagung cabai
merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang ketersediaannya
surplus setelah memenuhi kebutuhan penduduk Sumatera Utara. Bahkan untuk
komoditi telur, Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi pemasok bagi provinsi
tetangga. Sedangkan komoditas kedelai dan bawang merah masih mengalami
defisit. Namun defisit ini dapat dipenuhi dari provinsi lain sehingga kebutuhan
penduduk Sumatera Utara tetap dapat dipenuhi dan stabilitas harga tetap terjaga.

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam
pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini
ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah
yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Rawan pangan
kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan
kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Sedangkan
rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat
mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia
(penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun
karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga seperti bencana

alam.
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Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan
kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah
sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada
daerah yang rawan kronis melalui program-progam sehingga rawan pangan di
wilayah tersebut dapat tertangani.

Penanganan daerah rawan pangan yang dilaksanakan di Sumatera Utara
Tahun 2013 sampai 2017 antara lain dengan kegiatan penanggulangan daerah
rawan pangan transien (pasca bencana), penguatan modal usaha kelompok
(PMUK) pada daerah rawan pangan yang bertujuan untuk pemberdayaan
masyarakat di daerah rawan pangan/miskin melalui Gerakan Masyarakat Mandiri
Pangan (GEMA Pangan), dan melakukan koordinasi, pemantauan dan analisis
setiap bulannya untuk mengetahui situasi pangan dan gizi secara dini yang
nantinya digunakan untuk intervensi serta pengambilan kebijakan dan perumusan
program ketahanan pangan.

Adapun Pencegahan rawan pangan tersebut dilaksanakan melalui
pendekatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menngambarkan
kondisi sampai tingkat kecamatan/ desa sebagai acuan dalam penentuan
program

b. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk
miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka

kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:

- Penduduk sangat rawan < 70% AKG
- Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
- Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

Pada Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyusun
peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security Vulnerability Atlas atau
FSVA) Provinsi Sumatera Utara, dari penyusunan diperoleh hasil yaitu :

- Sangat Rawan terdapat di Kabupaten Asahan (Kecamatan Tanjung Balai,
Kisaran Barat dan Kisaran Timur)

- Rawan Pangan terdapat di Kabupaten Nias Barat (Kec. Ulu Moro’o, Lahomi,
lolofito Moi, Mandreh Utara, Mandrehe, Mandrehe Barat dan Moro’o), Kab.
Nias (Kec. Ulugawo, Gido, Ma'u, Hili Serangkai, Botomuzoi), Kab. Nias
Selatan (Kec. Pulau-Pulau Batu Timur, Mazino, Amandraya, Aramo, Lahusa,
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Gomo, Mazo, Lolo Wa'u, Hili Megai), Kab. Nias Utara (Kec. Alasa, Namohalu
Esiwa, Afulu dan Lahewa), Kab. Pakpak Bharat (Kec. Pagindar) serta
Kab.Tapanuli Selatan (Kec. Aek Bilah).

Hasil Survey pemantauan masyarakat yang mengalami defisit angka
kecukupan energi (AKE) tahun 2017 menyatakan jumlah penduduk miskin
Sumatera Utara sebesar 9,75 % dan jumlah rumah tangga miskin yang tergolong
rawan pangan dan sangat rawan pangan (AKE <1400 k.kal) sebesar 7,5 % dan
0,83 %.

Perbandingan proporsi penduduk miskin dan rawan pangan serta tahan
pangan tahun 2013 dan 2017 berdasarkan AKE (Angka Kecukupan Energi) tertera
pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Perbandingan Proporsi Penduduk Miskin, Sangat Rawan, Rawan dan
Tahan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2017

Tahun Penduduk Proporsi Proporsi Proporsi Tahan
Miskin Sangat Rawan Pangan (%)
(%) Rawan Pangan
Pangan (%)
(%)
2013 10,26 12,92 23,59 63,49
2017 9,75 0,83 7,50 91,67

Terkait cadangan pangan dapat dijelaskan bahwa cadangan pangan
pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/ kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya
memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan
dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan
cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan
utama sehari-hari sesuai dengan potensi utama dan kearifan lokal. Pangan pokok
bagi masyarakat Sumatera Utara adalah beras, sehingga persediaan pangan yang
dikuasai Pemerintah Daerah adalah pangan berupa beras.

Mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang
Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan
pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan
masyarakat. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan
kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan
masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan

]
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cadangan pangan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan.
Pengembangan Ilumbung pangan masyarakat berfungsi sebagai tools
penanganan rawan pangan, sumber pangan di saat paceklik, menjaga stabilitas
pasokan dan harga pangan, dan peredam upaya spekulasi pasar.

Selain memfasilitasi pembangunan lumbung pangan, Pemerintah juga
melalukan pengisian lumbung pangan dengan rata-rata 2-3 ton gabah kering giling
(GKG) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, APBD
Pemerintah Provinsi dan APBN. Adapun pengembangan cadangan pangan
masyarakat dan cadangan pangan pemerintah yang telah dilaksanakan, seperti
tertera pada tabel dibawabh ini:

Tabel 2.8. Cadangan Pangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Cadangan Pangan
1. Masyarakat (Lumbung 38 42 52 67 87
Pangan Masyarakat)
2 Cadangan Pangan
' Pemerintah Daerah (Ton) 66 200 200 200 267

b. Stabilitas Harga

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga harus berperan dalam
menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Fungsi distribusi pangan
dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa
pemasaran, maka peran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah
memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/
prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di
masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari
produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil dan
bertanggung jawab.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berperan dalam
menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta
melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan
lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar dapat meningkatkan potensi dan
peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang dapat menjamin stabilitas
pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu sehingga terciptanya
stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Pusat melaksanakan
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kegiatan pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Toko Tani
Indonesia (TTI) dimana pangan pokok dijual dengan harga yang terjangkau bagi
masyarakat.

Distribusi dan akses pangan merupakan bagian dari keterjangkauan
pangan, dimana pada pasal 46 Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang
pangan, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
mewujudkan Kketerjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan
perseorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah
melaksanakan kebijakan di bidang distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok.

Harga pangan yang merupakan unsur paling utama dalam distribusi
selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2013-2017, secara umum terjadi
kenaikan dan beberapa komoditi terjadi berfluktuasi secara tajam, seperti telur
ayam ras dan daging sapi. Perkembangan harga bahan pokok strategis selama 5

(lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata di Sumatera Utara Tahun
2013-2017 (Rp)

No Komoditi Tahun Pertumbuhan
' 2013 2014 2015 2016 2017 (%)
1. Beras
IR 64 8.959 9.003 10.087 10.476 10.327 3,74
Ramos 9.308 9.687 10.592 11.163 11.252 4.90
Arias 9.195 - 10.756 10.829 11.182 6,97
KKB 9.668 9.655 10.761 11.294 11.463 4,44
2. Kacang Tanah 16.255 | 17.099 20.446 23.588 22.629 9,02
3. Bawang Merah 38.086 | 19.813 22.878 32.754 23.349 -451
4. Cabe Merah 35.046 | 26.091 25.159 42.575 24.854 - 0.38
5. Gula Pasir 12.376 | 10.828 11.916 13.984 12.562 1,18
6. Minyak Goreng 11.409 | 11.413 10.243 10791 11.292 - 0,06
7. Daging Sapi 83.584 | 92.399 | 100.860 | 114.907 | 113.735 8,15
8. Daging Ayam
Ras 24.054 | 25.006 23.986 25.545 26.563 2,59
Buras 48.870 | 49.938 53.578 54.814 56.186 4,00
9. Telur Ayam
Ras 978 1.084 1.109 1.145 1.510 12,07
Buras 1.890 1.929 2.345 2.420 2.302 5,49
10. Ikan Tongkol 24.812 | 24.376 24.161 27.483 33.911 8,62
Ikan Gembung 26.823 | 28.450 30.717 31.969 39.643 10,53
Ikan Dencis 22.764 | 25.381 24.517 24.957 32.473 10,00

Dari tabel perkembangan harga pangan di atas dapat dilihat bahwa
secara umum selama lima tahun terakhir harga pangan di Sumatera Utara
mengalami kenaikan. Kenaikan harga tertingggi terjadi pada komoditi telur ayam
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ras sebesar 12,07% serta pada komoditi ikan seperti ikan gembung dan dencis
masing — masing sebesar 10,53% dan 10%. Sedangkan peningkatan harga
terendah terjadi pada komoditi daging ayam ras sebesar 2,59%.

Dalam rangka stabilisasi harga dilaksanakan program stabilitas harga
melalui pemberian bantuan Dana Penguatan Modal bagi Lembaga P-LDPM dan
DPM-LUEP. Dampak dari kegiatan ini yaitu stabilitas harga gabah dan jagung
relatif stabil dan umumnya tidak pernah dibawah HDPP/HPP meskipun di
beberapa wilayah pada saat-saat tertentu masih dijumpai harga gabah di bawah
HDPP/HPP. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan fasilitasi Gapoktan Toko Tani
Indonesia untuk memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen yang
berimbas pada harga yang diperoleh konsumen lebih terjangkau.

Aksesibilitas pangan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal,
antara lain: harga pangan, tingkat pendapatan atau daya beli, kestabilan
keamanan sosial, anomali iklim, bencana alam, jarak lokasi dan topografi wilayah,
keberadaan sarana dan prasarana transportasi, kondisi jalan perhubungan, dan
lainnya.

Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh kurang
memadainya kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) di Sumatera Utara.
Fasilitas prasarana jalan, pelabuhan dan sarana angkutan yang kurang memadai
menyebabkan biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi menjadi
mahal. Akses masyarakat terhadap pangan secara umum cukup baik sesuai
dengan tingkat pendapatan masyarakat. Namum bagi masyarakat miskin akses
terhadap pangan pokok masih mengkhawatirkan karena kemampuan daya beli
yang rendah, meskipun secara fisik pangan tersedia sampai ke pelosok desa,
namum jika daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat untuk

memperoleh pangan yang cukup.

c. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar
menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu,
sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan
melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisionil untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pengetahuan vyang didukung adanya

perkembangan teknologi imformatika serta strategik komunikasi publik,
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memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap
pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat
mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang
baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan berbagai upaya
secara terus menerus untuk mengubah pola konsumsi pangan masyarakat, yakni
mengarah pola pikir masyarakat ke arah pola konsumsi yang beragam, bergizi,
seimbang, dan aman (B2SA). Dominasi beras yang masih tinggi dalam pola
konsumsi pangan penduduk sumatera utara hingga saat ini merupakan salah satu
penyebab masih rendahnya kualitas konsumsi pangan yang belum beragam,
bergizi, berimbang yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan.

Untuk mencapai skor pola pangan harapan yang ideal, maka masyarakat
sumatera utara harus meningkatkan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan,
protein hewani yaitu ikan, daging dan susu. berkaitan dengan hal tersebut, untuk
meningkatkan konsumi sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan unggas. Melalui
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan
kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) dimana rumah penduduk dibina untuk mengusahakan
pekarangan secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan dengan berbagai
sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan
bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk
mencapai ketahanan pangan. Dalam rangka memantapkan konsumsi pangan
masyarakat maka kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam
bergizi dan berimbang yang diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan
potensi pangan lokal serta mengurangi ketergantungan masyarakat bahan pangan
pokok beras, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dan akan tetap dilanjutkan
kesinambungannya pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan dari pada
pemasyarakatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang tersebut
sangat ditentukan oleh budaya, daya beli, pengetahuan dan kemauan masyarakat.

Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang
diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan
aman (B2SA), yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan

(PPH) dalam 5 (lima) tahun terakhir seperti tabel dibawah ini:

RENSTRA DKPP PROVSU 2019-2023 24



Tabel 2.10. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera
Utara Perkapita Perhari dan Skor PPH tahun 2013-2017

Uraian Perkembangan Konsumsi Perkapita Perhari Pertumbuhan
(%)
2013 2014 2015 2016 2017

Energi
(kkallkap/hari) 1.998,50 1,999 2.005,00 | 2.125,50 2.206 9,41
Protein : 55,3 59,30 64,00 58,00 63,6 13,05
(gram/kap/hari)
Skor PPH 84,80 85,20 85,70 88,50 89,1 4,83

Berdasarkan hasil analisis dari periode 2013 - 2017 didapat rata - rata
kuantitas konsumsi pangan per kapita per hari untuk energi mencapai 3.866,42 kkal
dan protein 78,70 gram, dimana pencapaian tersebut sudah melebihi angka
rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk
kecukupan energi 2.200 kkal dan protein 57 gram.

Keragamanan konsumsi pangan masyarakat yang dinilai dengan indikator
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan capaian yang memuaskan dimana
setiap tahunnya Skor PPH Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Hal ini
menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat Sumatera Utara akan pangan
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Hal ini tentunya tidak terlepas dari
adanya ketersediaan pangan yang cukup, stabilitas harga dan pasokan, dan

pengawasan keamanan pangan.

d. Pengawasan Keamanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan
pembinaan dan sertifikasi oleh Lembaga Balai Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan, sehingga tersedia informasi tentang keamanan pangan khususnya pada
produk-produk pangan segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi
masyarakat.

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang
menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Dalam rangka
meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan dan sertifikasi
oleh Lembaga Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, sehingga tersedia
informasi tentang keamanan pangan khususnya pada produk-produk pangan

segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Hasil

]
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pelaksanaaan tugas dan fungsinya dihasilkan sertifikat terhadap produk pangan

segar dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sertifikat Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

b. Sertifikat Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan
bermutu baik.

c. Sertifikat Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Adapun data kelompok tani yang memperoleh sertifikat Prima Tiga (P-3)
sejak tahun 2015 seperti tabel berikut.

Tabel 2.11. Kelompok Penerima Sertifikat Prima Tiga (P-3) dari Balai Pengujian

dan Pengawasan Makanan

Sertifikat Prima Tahun
Tiga (P-3) Total
2015 2016 2017 2018
Jumiah 7 23 28 20 78
Kelompok

2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan adalah rasio antara
indeksi harga yang diterima peternak dengan indeks harga yang dibayarkan
peternak yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor
Peternakan merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat
kesejahteraan peternak. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari
produk pertanian peternakan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun
untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat
kemampuan/ daya beli peternak. Pengumpulan data dan perhitungan NTP sub
sektor Peternakan di Sumatera Utara dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.

Pada tahun 2018, Nilai tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan adalah
sebesar 112,64 atau sudah mencapai 102,51% dari target yang ditetapkan yaitu
109,88. Hal ini dikarenakan perubahan It (Indeks harga yang diterima) lebih tinggi
dibandingkan perubahan pada Ib (indeks harga yang dibayarkan). Kenaikan yang
terjadi pada It dikarenakan kenaikan pada indeks kelompok ternak besar, kecil,

]
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unggas serta indeks kelompok hasil ternak. Di sisi lain, perubahan kenaikan pada
Ib dikarenakan perubahan IKRT (Indeks Konsumsi Rumah Tangga).

Tabel 2.12. NTP sub sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017 — 2018

INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)

2017 2018

VOLUME | SATUAN | VOLUME | SATUAN

Nilai Tukar Petani

(NTP) Peternakan 112,34 Poin 113,54 Poin

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi dan peluang dalam
pengembangan peternakan. Lahan yang luas untuk dapat yaitu terdiri dari dua
puluh lima kabupaten, delapan kota dan banyak pulau yang terdapat di kawasan
Sumatera Utara merupakan bukti bahwa banyak lahan yang dapat dijadikan
sentra pengembangan peternakan.

Luas lahan yang masih terbentang luas berpotensi untuk penggembalaan
ternak. Luas lahan kebun sawit dan karet sebesar 1.138.565 ha, merupakan
peluang yang sangat besar untuk penggembalaan ternak di Sumatera Utara.

Potensi pengembangan ternak di Sumatera Utara juga didukung adanya
lahan pertanian yang luas sebagai sumber pakan ternak. Lahan pertanian padi,
jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau merupakan daya dukung utama
dalam pengembangan ternak. Sumatera Utara mempunyai potensi yang cukup
besar untuk penyediaan bahan pakan untuk pengembangan ternak unggas (ayam
ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan ternak itik). Bahan utama pakan
sumber energi ternak unggas adalah dedak dan jagung, sedangkan bahan utama
sumber protein adalah tepung ikan dan tepung kedelai atau bungkil kedelai.

Selain daya dukung berupa potensi sumber daya alam yang terdapat di
Sumatera Utara, perkembangan peternakan juga didukung oleh infrastruktrur
peternakan yang tersebar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur
peternakan yang dimaksud antara lain: 338 petugas inseminator yang tersebar di
27 Kab/Kota, 14 Pos Inseminasi Buatan (IB) dan 338 unit layanan IB, 27 Rumah
Potong Hewan (RPH) yang tersebar di 22 Kab/Kota, 27 Puskeswan yang tersebar
di 15 Kab/Kota, dan 6 Pasar Hewan yang tersebar di 5 Kab/Kota. Selain

infrastruktur peternakan yang dimiliki oleh Pemerintah, terdapat juga daya dukung
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oleh sektor swasta antara lain: 10 perusahaan pakan, 58 perusahaan obat hewan,
7 perusahaan feedlotter, dan 10 perusahaan breeder ayam ras pedaging.

Pengembangan kawasan peternakan sesuai dengan master plan
peternakan yang telah dibuat di Sumatera Utara telah membagi kawasan sesuai
dengan potensi di Kab/Kota Sumatera Utara. Wilayah potensial pengembangan
ternak di Sumatera Utara tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Wilayah potensial pengembangan ternak di Sumatera Utara

KOMODITAS KABUPATEN/ KOTA
Sapi Potong Langkat, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun,

Batu Bara, Deli Serdang, Serdang Bedagai
Sapi Perah Karo
Kerbau Samosir, Toba Samosir, Padang Lawas, Dairi
Kambing Langkat, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Asahan
Domba Langkat, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara
Ayam Buras Mandailing Natal, Dairi, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat
Ayam Ras Pedaging Serdang Bedagai, Asahan, Langkat, Deli Serdang, Binjai
Ayam Ras Petelur Binjai, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai
Itik Toba Samosir, Mandailing Natal, Dairi, Nias, Serdang Bedagai

Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan peternakan menuju
swasembada pangan hewani untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju,
aman, dan bermartabat dengan menjadikan sektor agraris sebagai motor
penggerak pembangunan dilaksanakan beberapa upaya terutama dalam hal
meningkatkan target produksi. Adapun target produksi ditampilkan dalam tabel
berikut:

Tabel 2.14. Target Capaian Produksi Peternakan

KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
INDIKATOR AWAL
(2017) 2019 2020 2021 2022 2023
Produksi (ton)
- Daging 160.498,61 | 169.775,74 | 175.551,96 | 181.328,18 | 187.104,40 | 192.880,62
- Telur 173.605,34 | 186.062,33 | 191.961,45 | 197.860,57 | 203.759,69 | 209.658,81
- Susu 1.402,56 1.587,56 1.661,68 1.735,80 1.809,92 1.884,05

Peningkatan produksi daging terjadi selama lima tahun berturut-turut,
namun demikian tingkat capaian masih dibawah target produksi (rasio 0,99) hanya
pada tahun 2017 produksi daging melewati target capaian produksi daging. Hal

ini disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas ternak sumber daging yang

dipelihara serta belum maksimalnya pencatatan ternak yang dipotong. Untuk
____________________________________________________________________________________________________________________________|
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produksi telur, dapat terihat peningkatan selama 5 tahun terakhir dimana tiap
tahunnya target produksi telur dapat dicapai dengan rata — rata rasio 1,1 Produksi
susu mengalami peningkatan sejak periode tahun 2015 sampai dengan 2017
sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:

Tabel 2.15. Produksi Ternak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 — 2017

No KOMODITI TAHUN (Ton)
2013 2014 2015 2016 2017
| DAGING
1 Sapi 18.436,60 22.656,29 23.407,97 25.571,07 26.297,65
2 Kerbau 3.395,12 4.170,20 4.193,50 4.659,19 4.664,65
3 Kambing 3.469,81 3.538,23 3.546,08 3.959,07 3.980,83
4 Domba 1.852,71 1.886,78 1.890,18 2.410,58 1.946,55
5 Babi 39.211,68 40.907,11 | 42.030,37 | 41.902,18 | 43.593,25
6 Kuda 56,79 53,77 56,96 58,52 57,66
7 Ayam Buras 18.435,18 16.647,62 16.904,89 17.831,07 18.919,51
8 Ayam Ras Petelur 11.074,32 10.463,48 10.723,86 11.135,15 11.527,27
9 AyamRas 37.835,60 38.751,75 | 40.902,39 | 42.814,83 | 46.285,57
Pedaging

10 | Itik 2.082,10 2.038,90 2.183,69 2.267,95 2.743,06
11 | Kelinci 6,76 7,40 7,38 5,40 8,67
12 | Puyuh 72,09 63,79 64,21 71,43 71,20
13 | Merpati 9,71 10,00 8,57 7,07 7,64
14 | Itik Manila 269,20 444,65 432,98 442,92 394,10
JUMLAH 136.207,69 141.639,97 | 146.353,03 | 153.136,43 | 160.497,61
Il TELUR

1 Ayam Buras 12.703,50 11.471,71 11.648,99 12.287,21 13.037,25
2 Ayam Ras Petelur 140.710,63 132.949,22 | 136.257,70 | 141.483,61 | 143.272,06
3 Itik 11.563,08 11.323,16 | 12.127,27 | 12.595,23 | 13.448,78
4 Puyuh 568,19 502,77 506,06 562,98 569,05
5 Itik Manila 2.239,27 3.698,64 3.601,61 3.684,33 3.278,21
JUMLAH 167.784,66 159.945,50 | 164.141,63 | 170.613,36 | 173.605,34
1l | SUSU 1.368,72 783,36 776,16 1.014,48 1.402,56

Untuk mencapai target produksi daging setiap tahun maka dibuat taget
populasi sebanyak 1 juta ekor sapi/kerbau pada tahun 2022. Capaian

perkembangan populasi bervariasi, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga
yang mengalami penurunan. Jenis ternak yang mengalami penurunan populasi
adalah kuda, kelinci dan merpati. Sementara itu, komoditas sapi potong, sapi
perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur/ pedaging,
itik dan puyuh mengalami peningkatan populasi. Perkembangan populasi ternak

dapat digambarkan pada tabel berikut:
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Tabel 2.16. Populasi Ternak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017

No. Jenis Ternak Populasi (ekor)
2013 2014 2015 2016 2017
1. Sapi potong 523.277 646.749 662.234 702.170 712.106
2. Sapi Perah 1.901 1.088 1.078 1.409 1.948
3. Kerbau 93.966 116.008 115.365 113.422 108.792
4. Kambing 849.487 866.763 868.731 901.565 895.762
5. Domba 595.517 610.103 611.427 671.013 685.643
6. Babi 978.717 | 1.118.909| 1.088.229 | 1.041.959| 1.176.173
7. Kuda 2.133 2.038 1.917 1.657 1.283
8. Ayam Buras 15.545.153 | 14.037.817 | 14.254.756 | 15.035.745 | 15.953.555
9. Ayam Ras 15.704.311 | 14.838.083 | 15.207.333 | 15.790.582 | 15.990.185
Petelur
10. Ayam ras 46.064.412 | 47.179.814 | 49.798.186 | 54.398.314 | 56.352.151
Pedaging
11. Itik 2.411.989 | 2.361.944 | 2.529.676 | 2.627.291 | 2.805.336
12. Kelinci 14.429 15.785 15.743 11.522 13.154
13. Puyuh 327.676 289.950 291.847 324.674 328.171
14. Merpati 35.324 36.365 31.171 25.728 27.778
15. Itik Manila 407.882 673.705 656.031 671.099 597.123

Peningkatan populasi ternak ditopang oleh penyediaan bibit ternak
unggul, peningkatan inseminasi buatan, pemberian bahan pakan berkualitas, dan
pengendalian kesehatan hewan. Penyediaan bibit unggul diharapkan dapat
meningkatkan jumlah ternak yang berkualitas yang beredar di masyarakat.
Penyebaran ternak berkualitas terus dilakukan secara massif dan berkelanjutan
sehingga berdampak pada populasi ternak di masyarakat.

Peningkatan populasi ternak, khususnya peningkatan kelahiran sapi dan
kerbau dilakukan dengan cara inseminasi buatan (IB). Inseminasi Buatan atau
kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau
semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari
ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode
dan alat khusus. UPT Inseminasi Buatan melalukan inseminasi kepada ternak
milik masyarakat Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat melahirkan ternak
sapi atau kerbau yang unggul.

Selain penyebaran ternak dan peningkatan kelahiran ternak melalui
inseminasi buatan,

peningkatan populasi ternak juga dilakukan dengan

peningkatan kesehatan hewan. Peningkatan kualitas kesehatan hewan

berbanding lurus dengan peningkatan populasi ternak khususnya dalam menekan
tingkat mortalitas. Untuk menekan tingkat mortalitas maka diupayakan langkah

strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan
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yang tepat waktu. Peningkatan kesehatan hewan di Sumatera Utara dilakukan
dengan cara:
1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influeza (Al) Pada Ternak
Unggas
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Septicaemia Epizooticae (SE)
dan Brucellosis Pada Ternak Sapi dan Kerbau
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hog Cholera (HC) Pada Ternak
Babi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies Pada Ternak Anjing, dan

5. Investigasi Penyakit Hewan

Perkembangan populasi ternak sejalan dengan peningkatan produksi
ternak, dimana populasi yang meningkat berdampak pada peningkatan produksi
dan sebaliknya. Untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui
penerapan sapta usaha peternakan dengan pendekatan agribisnis. Sapta usaha
peternakan meliputi : 1. Bibit unggul; 2. Pakan; 3. Perkandangan; 4. Kesehatan; 5.
Perkembangbiakan; 6. Managemen; dan 7. Pemasaran.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas daging, selain peningkatan
populasi dengan bibit unggul, juga dilakukan pemberian pakan ternak yang
berkualitas. Pakan ternak yang berkualitas diharapkan dapat menigkatkan bobot
ternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio produksi terhadap target.

Produksi pangan asal hewan juga dilakukan pengawasan secara berkala
dan seksama guna menjamin kualitas dan mutu pangan yang beredar di
masyarakat. Selain pengawasan mutu pangan asal hewan, penjaminan kualitas
dan mutu pangan dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi juru sembelih
halal, pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan
kios daging, dan sosialisasi penerapan higienitas, sanitasi dan kesejahteraan

hewan.
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Tabel 2.17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja

N Sesuai tugas dan T | Terme Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Pada Tahun ke-
[o] . Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK Lainnya
Daerah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(@] (2 ()] (4 (©)] (6) () (8) (©)] (10) (12) (13) (14) (15) (16) 17) (18) (19) (200 | (21)
1 Ketersediaan energi Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat
perkapita min. 2400 ;3,872 : 3,876 : 3,880 ;3,884 : 3.890 : 3.887 13,763 :3,900.7 13,796 14.362
k.kal dan Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal Kkal
penyediaan protein Protein : Protein : Protein : Protein : Protein : Protein : Protein : Protein : Protein : Protein :
perkapita minimal 63 76.58 gram | 76.98 gram | 77.38 gram | 77.78 gram 78,0 gram | 76.96 gram | 51.01 gram | 64.08 gram | 98.91 gram 94,34
gr perhari gram
3.872 3.876 3.880 3.884 3.890 3.887 3.763 3.900,70 3.796 4.362
1,00 0,97 1,01 0,98 1,12
76,58 76,98 77,38 77,78 78 76,96 51,01 64,08 98,91 94,34
1,00 0,66 0,83 1,27 1,21
2 Ketersediaan 106 146 186 226 260 200 200 200 267 267
cadangan pangan
Ton) 1,89 1,37 1,08 1,18 1,03
3 Lumbung Pangan 311 340 369 398 427 42 52 67 87 95
Masyarakat
(Lumbung) 0,14 0,15 0,18 0,22 | 0,22
4 Kelompok Lumbung 89 94 99 104 109 84 91 99 104 104
Pangan (Gapoktan) 0,94 0,97 1,00 1,00 0,95
5 Sistem Distribusi 90 100 100 100 100 99,41 100 100 100 100
Harga (%) 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Akses Pangan 62 81 101 121 141 70 89 143 253 141
Masyarakat
(Kelompok) 1,13 1,10 1,42 2,09 1,00
7 Penganekargaman Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi
onsumsi pangan beras beras beras beras beras beras beras beras beras beras
dan penurunan 128,65 126.72 124.82 122,94 121,11 128,53 126.32 124.80 122,95 121,4
konsumsi beras kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th ka/kap/th ka/kap/th ka/kap/th
perkapita 1,5% PPH 84,5 PPH 85.0 PPH 85.8 PPH 86,5 PPH 87 PPH 84,8 PPH 85.2 PPH 85.7 PPH 88,5 PPH 89,1
untuk memenuhi
target skor Pola
Pangan Harapan
(PPH)
128,65 126,72 124,82 122,94 121,11 128,53 126,32 124,8 122,95 121,4
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
84,5 85,0 85,8 86,5 87 84,8 85,2 85,7 88,5 89,1
1,00 1,00 1,00 1,02 1,02
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8 Konsumsi pangan Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat | Karbohidrat
untuk memenuhi 2.100 Kkal 2,100 Kkal 2,200 Kkal 2,200 Kkal 1997.2 1,998.5 1,999 Kkal 2,005 Kkal 2,125.5 2.206,7
kebutuhan energi ; Protein Protein Protein Protein Kkal Kkal Protein Protein 64 Kkal Kkal
karbohidrat min. 62,8 gram 62.8 gram 62.8 gram 58.5 gram Protein Protein 59.3 gram gram Protein 58 Protein
2,220 k.kal dan 58,5 gram 55.3 gram gram 63,6 gram
protein 57.0 gr
perkapita per hari
2.100 2.100 2.200 2.200 1.997,20 1.998,50 1.999 2.005 2.125,5 2.206
0,95 0,95 0,91 0,97 1,10
62,8 62,8 62,8 58,5 58,5 55,3 59,3 64 58 63,6
0,88 0,94 1,02 0,99 1,09
9 Sistem Penanganan 70 75 80 85 90 70 75 95,56 85 90
Keamanan Pangan
Segar (%) 1,00 1,00 1,19 1,00 1,00
10 | Sertifikasi buah dan 10 15 20 25 30 5 7 23 25 20
sayuran segar
kelompok produsen
di kab/kota 0,50 0,47 1,15 1,00 | 0,67
11 | Berkurangnya 10,61 9,61 8,91 8,67 8,49 9,38 10,53 10,27 8,17 4,45
Penduduk Miskin
dan Rawan Pangan
(%) 0,88 1,10 1,15 094 | 0,52
12 | Terlaksananya 75 75 75 75 75 35 71 137 132 45
penanganan daerah
rawan pangan 0,47 0,95 1,83 1,76 0,60
13 | Efektivitas 53 65 76 88 100 61 78 78 88 88
Koordinasi
Kelembagaan
Dewan Ketahanan
Pangan 1,15 1,20 1,03 1,00 | 0,88
14 | Nilai Tukar Petani 107,32 107,51 108,30 109,09 109,88 106,95 108,80 112,46 112,34 113,54
(NTP) sub sektor
Peternakan 1,00 1,01 1,04 1,03 1,03
15 | Produksi Daging 141.687,22 | 147.463,43 | 153.239,65 | 159.015,87 | 164.792,09 | 141.639,97 | 143.741,80 | 153.156,43 | 157.686,46 | 164.996,67
(Ton) 1,00 0,97 1,00 0,99 1,00
16 180.163,21
Produksi Telur (Ton) 139.363,38 | 145.262,50 | 151.161,63 | 157.060,75 | 162.959,87 | 159.94550 | 161.681,54 | 170.613,36 | 172.822,64 1,15 1,11 1,13 1,10 1,11
17 1.513,44
prosuksi Susu (Ton) 835,17 909,29 983,42 1.057,54 1.131,67 783,36 825,84 1.014,48 1.197,36 0,94 0,91 1,03 1,13 1,34
18 | Jumlah Akseptor 56.000 61.830 67.441 125.900 125.900 55.906 57.813 61.165 136.363 118.300
Inseminasi Buatan
(Ek20r) 1,00 0,94 0,91 1,08 | 0,94
19 | Jumlah Kelahiran 40.000 44.518 48.558 68.000 68.000 31.774 49.901 37.635 26.915 32.489
Inseminasi Buatan
(Ekor) 0,79 1,12 0,78 0,40 | 0,48

|
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Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018

Dinas
Ketahanan
Pangan
dan
Peternakan

97.076.827.575

133.124.587.690

93.496.870.863

130.905.983.360

0,96

0,97

Badan
Ketahanan
Pangan

13.694.672.079

24.896.943.700

28.230.050.000

0,83

0,86

0,94

Dinas
Ketahanan
Pangan
dan
Peternakan

15.898.251.975

20.988.475.490

29.267.000.000

14.679.398.494

15.556.019.428

24.333.165.911

0,92

0,74

0,83

Ket: * Anggaran dan Realisasi pada tahun pertama sampai ketiga merupakan anggaran dan realisasi sebelum penggabungan OPD
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2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1 Tantangan
a. Dinamika ekonomi pangan global

Dalam upaya melanjutkan pembangunan Kketahanan pangan dan
peternakan yang mengarah pada kemandirian pangan , masalah pangan global
merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka
kemiskinan di dunia khususnya bagi negara-negara miskin dan berkembang,
sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia
bahkan dapat menimbulkan krisis sosial. Dari segi kebutuhan pangan
diperkirakan besar kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan pangan tidak
saja terkait jumlah yang mencukupi, tetapi juga harus memenuhi standar dan
kualitas nutrisi .

Dampak dari perubahan atau anomali iklim dapat juga menambah besarnya
kesulitan dan risiko bagi pembangunan ketahanan pangan dan peternakan secara
berkelanjutan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum
memberikan imbas yang relatif besar terhadap Indonesia umumnya atau
Sumatera Utara khususnya hal ini karena iklim di Indonesia masih mendukung
produksi pangan sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan domestik. Namun
demikian, untuk 5 tahun ke depan kemandirian pangan di Indonesia akan
menghadapi tantangan yang cukup serius masih banyak tantangan yang dihadapi
baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,
penanganan keamanan pangan, maupun kelembagaan ketahanan pangan dan

peternakan.

b. Perubahan lklim Global , Anomali Iklim

Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak
beberapa dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa
lokasi dan maju di lokasi lain. Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat
potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan dan peternakan karena sektor
pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu dimensi terbaru
adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global yang tidak
terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional dan wilayah.

Dampak anomali iklim yang didominasi oleh kekeringan dan kebanjiran dengan
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dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan, kemampuan akses pangan
masyarakat terhadap pangan dan kerusakan sumberdaya alam di sentra produksi
pangan.

Dampak dari pemanasan global (Global warning) akan mempengaruhi pola
respirasi, evaporasi, water run-off, kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat
fluktuatif secara keseluruhan mengancam produksi pangan. Sebagaimana
dilaporkan oleh FAO (1996), kekeringan akibat kemarau panjang yang merupakan
efek El Nino pada tahun 1997 telah menyebabkan gagalnya produksi padi dalam
skala yang sangat besar yaitu mencakup luasan 426.000 ha. Selain tanaman padi,
komoditas pertanian non-pangan seperti kopi, coklat, karet dan kelapa sawit juga
mengalami penurunan produksi yang nyata akibat kemarau panjang. Hal ini juga
tentu berpengaruh terhadap sumber pakan ternak dan kesehatan ternak yang

berdampak terhadap populasi ternak dan produksinya.

c. Pertambahan Penduduk, Pengentasan Kemiskinan, Akses Pangan dan

Perubahan Gaya Hidup.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, namun tidak
diikuti oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan
yang harus dihadapi dan diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang
masih tinggi maka dapat menjadi ancaman yang besar dalam upaya penyediaan
pangan termasuk pangan asal ternak. Hal ini karena dengan semakin
bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin
meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan
perubahan selera. Dinamika dari sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan
pangan meningkat dalam jumlah, mutu dan keragaman jenis dan keamanannya.

Selain dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan yang terus
meningkat disisi lain dihadapkan pada masalah penanganan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat
kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global, maka
dalam pengembangan sektor pertanian/ ketahanan pangan akan menjadi suatu
tantangan yang cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam penurunan
jumlah penduduk miskin.

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan
diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal

]
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yang ada, serta pola makan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu sejalan
dengan berkembangnya industri pangan dan industri makanan olahan, maka
kedepan masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan sesuai selera tanpa
kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan
dari pilihan makanan yang sederhana dan murah untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya yang semula terfokus pada pangan sumber karbohidrat
beralih kemakanan sumber protein,vitamin dan mineral untuk memenuhi
kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan produktif.

Selain itu terjadi perubahan dalam psikologis seseorang dalam bentuk ingin
mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur “kegengsian” yang
merupakan salah satu cara untuk perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan
moderen, sehingga muncul istilah perubahan gaya hidup (lifestyle) akan
mengubah gaya makan (eat style). Perubahan gaya hidup dan gaya makan akan
merupakan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan teknologi pangan,
industri pangan olahan berbasis pada bahan pangan lokal dan budaya lokal. Oleh
karena itu Pemerintah harus dapat melakukan rekontruksi/ perubahan pola hidup
dan pola makan yang hanya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok dapat
mengubah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang untuk
dapat hidup sehat dan produktif antara lain dengan menggunakan berbagai
macam cara yaitu baik melalui media massa/ elektronik, seminar, pameran,
jargon-jargon, ataupun event-event lain di masyarakat untuk dapat merobah pola
pangan, dengan demikian bentuk dan jenis pangan olahan yang berbasis bahan
pangan lokal bisa terus dikembangkan sesuai selera (preferensi) dan budaya

msyarakat.

d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kelembagaan dan manjemen ketahanan pangan dan peternakan sebagai
aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan
pembangunan ketahanan pangan dan peternakan. Kemampuan manajemen
ketahanan pangan dan peternakan merupakan pendorong dan penggerak dalam
pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan dan peternakan tingkat nasional,
daerah hingga rumah tangga. Berbagai permasalahan yang dihadapi yang perlu
ditanggulangi secara terkoordinasi antara lain;

1 Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota masih kurang

tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai unit kerja
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daerah, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan
(DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan
pangan.

2 Kesediaan lahan, kebijakan harga dan perdagangan dan kurangnya modal
serta investasi di sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan.

3 Kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan di masyarakat seperti
gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi tani, kelompok ternak dan
kelembagaan ketahanan pangan dan peternakan belum berfungsi secara
efektif.

4 Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan dan peternakan secara
optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum
dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang
berkelanjutan disisi lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak.
Sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi juga memiliki potensi untuk
ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi
pangan, perbaikan konsumsi pangan serta untuk meningkatkan populasi ternak
serta produksinya. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan
pemerintah dan masyarakat berpeluang untuk mendorong pencapaian sasaran

program ketahanan pangan.

a. Ketersediaan Pangan.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum
seluruhnya potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Utara dikelola
secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan
pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama

yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan.

Potensi lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan
masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan derah, dan
menunjang pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam

penguatan strategi ketahanan pangan wilayah, dapat ditempuh dengan langkah-
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langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi dan optimasi
lahan — lahan marginal.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan
ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan
ketersediaan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam
perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan
pangan, (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan
ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan, (c) mengembangkan
program kemandirian pangan pada desa rawan pangan serta (d) pengembangan
cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

b. Distribusi Pangan

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi
dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah
adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan
sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola
produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan
dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil dan

bertanggung jawab.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu
komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu
memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar dapat
meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang
dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yang
berperan pada ;(a) peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan distribusi
pangan,(b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem
distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan
serta (c) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta

peningkatan akses pangan.

c. Konsumsi dan Keamanan Pangan
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Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar
menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu,
sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan
melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisionil untuk memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin  meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya
perkembangan teknologi imformatika serta strategi komunikasi publik,
memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap
pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat
mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang
baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta
memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran gizi.

Sementara itu terdapat berbagai kelembagaan ditingkat lokal di kecamatan
dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya
masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan,
seperti posyandu, BPP, penyuluh dari berbagai instansi dan kelembagaan
masyarakat (Tim Penggerak PKK,majelis taklim dan sebagainya) kelembagaan
ini berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya

peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki tugas dan fungsi
mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
yaitu berperan pada ;(a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan
konsumsi dan keamanan pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan
dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui
peningkatan pemantauan dan anlisis pola konsumsi pangan; serta (c) membina
pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan,

keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

d. Sumber Pakan Ternak

Pengembangan pakan ternak di Sumatera Utara sangat
memungkinkan karena adanya faktor kekuatan yang meliputi a) adanya
bahan baku pakan yang cukup berlimpah, b) tersedianya SDM peternakan

yang cukup banyak, c) jumlah ternak yang cukup banyak, dan d) semakin
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meningkatnya kebutuhan terhadap pakan ternak. Selain itu, pengembangan
pakan ternak juga didukung oleh adanya peluang berupa a) cukup banyaknya
lahan pengembangan, dan b) tersedianya skim kredit usaha peternakan.

Limbah pertanian, perkebunan dan agro-industrinya memiliki potensi
yang besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Beberapa permasalahan
pemanfaatan hasil ikutan pertanian sebagai pakan ternak adalah nilai
nutrisinya yang rendah, penyimpanannya banyak menyita tempat dan cepat
rusak. Pengembangan agribisnis sapi potong sebaiknya diarahkan pada
budidaya peternakan yang menerapkan model LEISA terutama melalui
Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT, Maryono dkk., 2009). SITT antara
ternak dengan tanaman pangan maupun perkebunan diyakini dapat
menurunkan biaya produksi melalui optimalisasi pemanfaatan hasil ikutan
pertanian, perkebunan dan agro-industri setempat dan sedikit mungkin
menggunakan pakan tambahan yang berasal dari luar. Optimalisasi
penggunaan bahan pakan hasil ikutan tanaman pertanian dan perkebunan
yang potensial diharapkan dapat menurunkan biaya ransum namun tetap
mampu meningkatkan produktivitas ternak sapi potong.

Manfaat hasil ikutan tanaman pertanian,perkebunan dan agroindustry
sangat dirasakan pada saat : (1). Jumlah ternak yang diusahakan banyak; (2).
Musim sulit pakan (kemarau); (3). Tenaga kerja terbatas (musim tanam, panen,

di); dan (4). Lahan pertanian dibudidayakan secara intensif

e. Manajemen Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan dan peternakan provinsi dan
kabupaten/kota se Sumatera Utara, merupakan pendorong dan penggerak dalam
pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat daerah, rumah tangga,

hingga perseorangan yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain ;

1. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait, lintas sektor pusat dan daerah.

Beberapa kabupaten/kota sudah membentuk Unit Kerja yang menangani
ketahanan pangan. Seiring dengan adanya kelembagaan tersebut otonomi
daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih
spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dan

peternakan di daerahnya.
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2. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat telah mendorong
tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan mutu halal dan gizi
pangan serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan
ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang
proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antar
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan

pangan.

|
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BAB llI
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD

Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera
Utara adalah Ketersediaan Pangan Pokok, Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat; Pemberdayaan dan Penanganan Desa Rawan Pangan/ Miskin;
Distribusi Pangan, Aksesibilitas serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
(PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI); Pengembangan Diversifikasi Pangan;
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Asal
Hewan; Budidaya Ternak; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
Penumbuhan Kampung Ternak; UPSUS SIWAB; Kegiatan Pendukung. Semua

isu strategis di atas dikelompokkan ke dalam empat jenis isu strategis yakni:

a. Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang
mengarah pada kemandirian pangan, masalah pangan global merupakan krisis
akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di dunia
khususnya bagi nagara-negara miskin dan berkembang, sehingga apabila tidak
diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia bahkan menimbulkan krisis
social. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum
memberikan imbas yang relative besar terhadap Indonesia umumnya atau
Sumatera Utara Khususnya, hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih
mendukung produksi pangan, namun demikian untuk lima tahun kedepan
kemandirian pangan akan menghadapi tantangan yang cukup serius baik dari
aspek ketersediaan dan kerawananan pangan, distribusi dan akses pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maupun aspek
manajemen ketahanan pangan. Swasembada dan Swasembada berkelanjutan
harus tetap diperhatikan untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak
terhadap pemicu penurunan luas pertanaman dan produksi .Data perkembangan

luas panen dari Dinas pertanian menunjukkan telah terjadi penyusutan lahan
]
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padi sawah dan padi ladang selama 10 tahun terakhir, meski angka penyusutan
tidak merata sepanjang tahun, tetapi trend penyusutan lahan terus terjadi. Tahun
2011 terjadi bencana kekeringan tanaman padi sawah di Sumatera Utara
mencapai 5.599,6 Ha, jumlah ini dikalikan dengan rata-rata produksi per hektar
berarti Sumatera Utara mengalami ancaman potensi kehilangan hasil padi sawah
sebesar 27.288,85 ton, begitu juga bencana alam banjir telah menyebabkan
penurunan produksi padi pada lahan sawah seluas 10.439,4 Ha, jika dikalikan
dengan rata-rata per hektar maka bencana banjir berpotensi menurunkan
produksi sebanyak 50.871,20 ton. Disisi lain penurunan luas pertanaman terjadi
karena berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dan
menurunnya luas areal persawahan irigasi. Untuk kebutuhan komsumsi
penduduk ,Sumatera Utara masih tergolong surplus tetapi penyiapan pangan
sebagai antisipasi penanganan cadangan pangan yang berasal dari produksi
hanya dapat memenuhi selama = 3 bulan kedepan , keadaan ini hanya
memenuhi angka minimal , untuk itu sangat dibutuhkan cadangan pangan
masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah untuk antisipasi masalah
kekurangan pangan terutama di daerah- daerah kantong kemiskinan/rawan
pangan maupun bencana alam transien. Meskipun penyediaan cadangan
pangan adalah salah satu indicator standar pelayanan minimal (SPM) bidang
ketahanan pangan, namun sampai saat ini hanya beberapa kabupaten yang
mempunyai cadangan pangan di wilayahnya. Pengelolaan kelembagaan
cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara
optimal. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan
pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala
sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh
lapangan, jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah

menunjukkan trend yang menurun.

b. Subsistem Distribusi dan Akses Pangan

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil
pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen
maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan
penegakan peraturan untuk menjamin system pemasaran yang adil dan

bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk
-]
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membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat panen
raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim
paceklik dan hari- hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan
konsumen, tetapi harga tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen.
Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan
procedure penyaluran yang kurang mengapresiasikan sifat usahatani dan resiko
yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani.. Demikian
juga, kurang memadainya sarana dan prasarana fisik transportasi menjadi
kendala berkembangnya industri hulu dan hilir sebagai wahana bagi peningkatan
pendapatan petani di perdesaan dan tingginya biaya pemasaran bahan pangan
di beberapa daerah konsumen.

c. Subsistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan
diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal
yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas
konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada
pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi
pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1).
Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan
kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan
proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya
perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal
untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan , nilai gizi, nilai ekonomi ,nilai
social, citra dan daya terima; 5) adanya pengaruh globlisasi industry pangan siap
saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; 6) adanya pengaruh nilai-
nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi
pangan beragam,bergizi seimbang dan aman (B2SA). Sampai saat ini,
pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Badan
Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh ; 1) keterbatasan
dalam memberikan dukungan program usaha bagi dunia usaha dan asosiasi
yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan 2) kurangnya
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fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas
pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman;3) dukungan sosialisasi,
promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media,
masih terbatas; dan 4) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan
lokal. Hasil pemantauan danevaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak
permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, Antara lain:
1). Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan
konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan
segar; 2). Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara
budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya
penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan
pedoman masih terbatas; 4). Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia
berbahaya untuk pangan segar;5) standar keamanan pangan untuk buah dan
sayuran segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum
terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk kedalam negeri; 6) belum
adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan
segar; 7) koordinasi lintas sector dan subsector terkait dengan keamanan
pangan belum optimal; dan 8) Masih rendahnya kesadaran pihak
pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah

ada.

d. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
tersebut dianggap sebagai tantangan pengembangan. Ragam tantangan

yang ada dalam 5 tahun terakhir ini mencakup sebagai berikut :

- Minimnya petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator,
Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan
dan petugas teknis lainnya), serta sarana dan prasarana yang
dimilikinya.

- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk menopang

pelaksanaan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan
nasional.
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- Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan serta
pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit
diperoleh.

- Kasus kesehatan hewan terutama penyakit hewan menular strategis
(Cholera dan avians influenza pada ayam ,rabies pada
anjing,Septichaemia epizootica pada sapi dan kerbau) terjadi relatif
lebih intens.

- Sistem pemasaran ternak belum efisien dan belum berkeadilan
sehingga belum mampu mendorong semangat untuk berwirausaha
peternakan.

- Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik
kuantitas maupun kualitas.

- Di beberapa kabupaten dan kota, iklim berusaha belum kondusif.
- Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif .

- Belum terjaminnya pangan hewan yang ASUH, Kkarena
adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, seperti adanya
daging illegal, pencampuran daging, penambahan bahan pengawet
dan lain-lain.

- Rapuhnya koordinasi, baik secara vertikal, horizontal dan
koordinasi antara struktural dan fungsional baik di Provinsi maupun
di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa.

- Belum tercukupinya makanan ternak terutama hijauan yang
berkualitas.

- Terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi
tanaman pangan sehingga berimbas pada produksi hasil samping
yang dikonsumsi ternak seperti dedak.

Potensi pendukung pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan di Sumatera Utara sangat besar dan beragam, namun sampai
dengan saat ini potensi tersebut baru sebagian kecil saja yang
dimanfaatkan contoh penggunan biogas dan pupuk kandang.
Walaupun disadari bahwa potensi dimaksud bukanlah potensi riil
peternakan, tetapi adalah potensi sektor dan sub sektor terkait yang
dapat diintegrasikan dengan peternakan dalam prinsip saling
memperkuat dan saling menguntungkan.

Beberapa potensi dimaksud adalah sebagai berikut;
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- Padang rumput berupa alang-alang masih terdapat yang
tersebar diberbagai kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

- Perkebunan yang menghasilkan limbah, baik limbah segar
maupun limbah olahan merupakan sumber pakan potensial.
Dari luas perkebunan kelapa sawit, kakao dan tebu di
Sumatera Utara masing-masing 718.332,28 Ha, 64.615,59
Ha dan 5.893,08 Ha (Sumut Dalam Angka 2018) +788.841 ST
ternak ruminansia.

- Perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi dalam
mendukung pemeliharaan sapi dengan pola integrasi.

- Peluang dan pangsa pasar ternak dan hasil-hasilnya cukup
besar, baik pasar domestik, regional maupun ekspor.
Peluang ekspor yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi
oleh Sumatera Utara adalah ternak kambing dan domba ke
Timur Tengah dan Malaysia, ternak babi ke Singapura
serta produk olahan ayam ke Jepang.

- Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi di Sumatera Utara
cukup tersedia seperti Perguruan Tinggi baik negeri
maupun swasta, BPTP, BPPV, Loka Penelitian Kambing
Potong Sei Putih, dan BPTU Siborong-borong.

- Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi
Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan pendekatan
sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan
nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-
undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan
kesehatan hewan maupun undang-undang Nomor 16 Tahun
2006 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan
kehutanan. Hal ini di sebabkan oleh banyak faktor
terutama para pelaku utama peternakan dan kesehatan
hewan di daerah ini sebagian besar adalah peternak rakyat /
peternak kecil yang sarat dengan kelemahan-kelemahan
dan keterbatasan-keterbatasan. Di samping itu seperti telah
diuraikan terdahulu, bahwa potensi pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan yang sangat besar dan
beragam di Sumatera Utara, masih sebagian kecil saja yang
sudah dapat dimanfaatkan, sedang sebagian besar lagi
masih menunggu uluran tangan para pelaku-pelaku yang
kreatif dan dinamis.
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3.2. Telaah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Gubernur dan Wakil
Gubernur Terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-
2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025,
yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan
penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian
berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera
Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin meningkat. Sejalan dengan itu motto Provinsi Sumatera Utara
yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi

dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

VISI RPJPD SUMUT 2005 — 2025 Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara
yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan.
Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah: 1) Sumatera Utara,
bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di
Sumatera Utara, yang berasal dariberbagai ragam adat budaya, etnis, agama
dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dan menikmati hasil pembangunan; 2) Terwujud, bermakna melakukan upaya
pembangunan menuju kearah yang lebih baik; 3) Provinsi, bermakna pemerintah
daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan

mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;

Telaah Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2018-2023,
merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 sebagai
berikut:

Visi : “Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat”

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam
Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan
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Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan
yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang
Terjangkau

2. Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Politik dengan Adanya
Pemerintahan yang Bersih dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Adil dan Terpercaya, Politik yang Beretika, Masyarakat yang Berwawasan
Kebangsaan, yang Memiliki Kohesi Social yang Kuat serta Harmonis

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pendidikan Karena
Masyarakatnya yang Terpelajar, Berkarakter Cerdas, Kolaboratif, Berdaya
Saing, dan Mandiri

4. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pergaulan karena
Terbebas dari Judi, Narkoba, Prostitusi dan Penyeludupan, sehingga Menjadi
Teladan di Asia Tenggara dan Dunia

5. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan Karena
Ekologinya yang Terjaga, Alamnya yang Bersih dan Indah, Penduduknya

yang Ramah, Berbudaya, Berperikemanusian dan Beradab.

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
adalah Misi ke-1 vyaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang
Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya
Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik,
Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-
Harga yang Terjangkau. Dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk mewujudkan Misi ke-1 tersebut
memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi
di bidang ketahanan pangan dan peternakan serta tugas pembantuan. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan
dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan
kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan

lingkup bidang tugasnya;
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2. Pelaksanaan kebijakan  penyelenggaraan pangan  berdasarkan
kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan
penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan
berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan
pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan
peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan
kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan
penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

No | Misi dan Program KDH dan Permasalahan Faktor
Wakil KDH terpilih Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
() 2 3) 4 (©)
Misi 1 : Mewujudkan

Masyarakat Sumatera Utara
Yang Bermartabat Dalam
Kehidupan Karena Memiliki
Iman dan Taqwa, Tersedianya
Sandang dan pangan Yang
Cukup, Rumah Yang Layak,
Pendidikan Yang Baik,
Kesehatan Yang Prima, Mata
Pencaharian Yang
Menyenangkan Serta Harga-
harga Yang Terjangkau

1 | Program Peningkatan | ¢ Semakin e Tingginya alih | e Elastisitas
Ketahanan Pangan dan terbatasnya fungsi  lahan permintaan
Diversifikasi Pangan lahan  untuk untuk pangan produk ternak

pengembanga dan tidak tinggi

2 n pangan dan adanya e Tersedianya
Program Peningkatan Produksi peternakan kepastian skim kredit
Hasil Peternakan dan | ¢ Masih lahan bunga rendah
Pencegahan/Penanggulangan rendahnya peruntukkan e Tersedianya
Penyakit Hewan kesejahteraan peternakan produksi

petani sebagai |¢ Belum pendukung
pelaku optimalnya yang teruji
produksi koordinasi
pangan dan antar
peternakan stakeholder

e Belum yang terkait
optimalnya dengan
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peningkatan peternakan
produksi dan Tidak stabilnya
produktivitas harga panga
ternak dan ternak di

e Masih tingkat
terbatasnya petani/peterna
sumber daya k
manusia
bidang pangan
dan
peternakan

e Terbatasnya
aksesbilitas
peternak
terhadap
saran
produksi,
pemasaran
dan
permodalan

e Masih adanya
penyakit-
penyakit
hewan yang
menular
strategis dan
Zoonosis

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

1. Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman,
bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah
hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,
kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang
Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan
sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda
pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan

tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada:

(1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan
peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3)
|
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perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi
gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan
pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-
2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi
pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-
kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan
pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus
berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh

subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian
pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari
dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok
dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i)
konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan
industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik
kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa; (iii) perubahan iklim
dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis
pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan

petani.

Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia
internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di
dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis
mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam menghadapi
tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan
Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan
secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong
seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal
dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan
dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara

berkesinambungan.
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Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk mewujudkan
pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang
tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya
harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman
konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam
rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan

perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

2. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian R.I

Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian R.l diantaranya mengatur beberapa
kebijakan dan regulasi untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan
kebutuhan untuk industri. Memasuki periode pembangunan jangka
menengah 2015-2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian R.l menyusun dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019; dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan dalam periode tahun 2015-2019 adalah merumuskan kebijakan dan
standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis
sumber daya lokal yaitu dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi ternak,
(2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak, (3) Meningkatkan produksi
ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor, (4) Meningkatkan status
kesehatan hewan, (5) Meningkatkan investasi peternakan, (6)

Meningkatkan kesejahteraan peternak.

Tujuan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019 tersebut diatas
menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan adalah untuk mendongkrak pembangunan peternakan
dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat di Daerah.Oleh karena itu
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah

satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
]
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selain aktor-aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak,
pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan. Dengan berbagai kendala
yang ada, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian R.lI dalam menjalankan perannya telah mendorong
dan melakukan upaya koordinasi yang melibatkan seluruh pelaku guna
meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi
peternakan.

Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I
tersebut, pembangunan peternakan di Sumatera Utara pun tidak dapat
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semata, akan tetapi
perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi
Vertikal yang ada di Pusat, wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha
didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Strategis
Tahun 2019-2023 mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.l. dan

RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

1. Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman,
bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah
hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,
kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang
Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan

sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda
]
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pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan
tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada:
(1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan
peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3)
perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi
gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan
pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-
2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi
pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-
kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan
pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus
berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh

subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian
pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari
dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok
dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i)
konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan
industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik
kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa; (iii) perubahan iklim
dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis
pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan

petani.

Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia
internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di
dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis
mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam menghadapi
tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan
Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan
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secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong
seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal
dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan
dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara

berkesinambungan.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk mewujudkan
pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang
tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya
harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman
konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam
rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan

perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

2. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian R.I

Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian R.l diantaranya mengatur beberapa
kebijakan dan regulasi untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan
kebutuhan untuk industri. Memasuki periode pembangunan jangka
menengah 2015-2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian R.l menyusun dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019; dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan dalam periode tahun 2015-2019 adalah merumuskan kebijakan dan
standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis
sumber daya lokal yaitu dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi ternak,
(2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak, (3) Meningkatkan produksi
ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor, (4) Meningkatkan status
kesehatan hewan, (5) Meningkatkan investasi peternakan, (6)

Meningkatkan kesejahteraan peternak.
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Tujuan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019 tersebut diatas
menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan adalah untuk mendongkrak pembangunan peternakan
dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat di Daerah.Oleh karena itu
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah
satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan
selain aktor-aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak,
pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan. Dengan berbagai kendala
yang ada, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian R.l dalam menjalankan perannya telah mendorong
dan melakukan upaya koordinasi yang melibatkan seluruh pelaku guna
meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi

peternakan.

Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I
tersebut, pembangunan peternakan di Sumatera Utara pun tidak dapat
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semata, akan tetapi
perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi
Vertikal yang ada di Pusat, wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha
didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Strategis
Tahun 2019-2023 mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.l. dan

RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Renstra K/L
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Sasaran Jangka Faktor

Menengah Renstra Permasalahan

No. Kementerian Pelayanan OPD
. Provinsi Penghambat Pendorong
Pertanian

Badan Ketahanan

Pangan Kementaan

RI

1 | Makin berkurangnya | Masih Tingginya Belum Adanya Data
jumlah penduduk | prosentase penduduk | teridentifikasinya Kemiskinan hasil
rawan pangan | rawan pangan Penduduk Rawan | PPLS, by name by
minimal 1 % setiap Pangan addres
tahun

2 Menurunr\ya Tingginya Budaya masyarakat | Telah terbitnya Surat
konsumsi beras per | ketergantungan

. yang mengganggap | Edaran Gubernur
kapita per tahun | masyarakat terhadap | ; .
sebesar 1,5 % | pangan pokok beras, belum makan .”blla Sumatera Utara No.
- . belum makan nasi 501/1508/Tahun 2014
diimbangi  dengan | dengan rata-rata
kenaikan konsumsi | konsumsi per tahun | Rendahnya Tentang Pelaksanaan
umbi-umbian dan | sebesar 121,4 | pengetahuan Gerakan Satu Hari
sumber protein | Kg/kapita masyarakat tentang | Tanpa Nasi (One Day
hewani dan nabati, diversifikasi pangan No Rice) di Sumatera
sehingga tercapai Utara
peningkatan kualitas
konsumsi
masyarakat dengan
skor pola pangan
harapan (PPH)
tahun 2019 sebesar
92,5.

3 | Tercapainya Belum efektifnya pola | Kelembagaan Terpantaunya Informasi
peningkatan distribusi pangan | pemasaran hasil-hasil | pasokan dan harga
distribusi pangan | yang menyebabkan | pangan belum | pangan secara periodik
yang mampu | tidak stabilnya harga | berperan optimal
menjaga harga | pangan sebagai penyangga
pangan yang kestabilan distribusi
terjangkau bagi dan harga pangan.
masyarakat

4 | Meningkatnya Masih ditemukannya | Rendahnya Telah dibentuk Otoritas
penanganan kasus kepedulian produsen | Kompetensi Keamanan
keamanan pangan | ketidakamanan dalam menghasilkan | Pangan Daerah
segar melalui | pangan produk pangan yang
peningkatan peran aman
produsen dan
kepedulian
konsumsi.

5 | Meningkatnya Sering terjadi ketidak | Lemahnya koordinasi | Telah dibentuk Dewan

efektifitas koordinasi
kebijakan ketahanan
pangan melalui
Dewan Ketahanan

sinambungan antara
program pemerintah
dengan program di
daerah

antara pemerintah di
berbagai  tingkatan
pemerintah

Ketahanan
Sumatera Utara

Pangan
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Sasaran Jangka
Menengah Renstra

Permasalahan

Faktor

penyakit-penyakit

yang
menular strategis

hewan

dan zoonosa.

No. K ) Pelayanan OPD
ementgrlan Provinsi Penghambat Pendorong
Pertanian
Pangan.
Ditjen Peternakan
dan Kesehatan
Hewan Kementan
RI
¢ Meningkatnya Semakin a. Keterbatasan a. Komitmen pimpinan
produksi  pangan terbatasnya lahan anggaran menjadi daerah dalam
hewani asal ternak untuk permasalahan peningkatan
e Meningkatnya nilai pengembangan tersendiri  dalam ketahanan pangan,
tambah dan daya peternakan mendukung khususnya pangan
saing peternakan Terbatasnya upaya asal ternak
Meningkatnya kemampuan pembangunan . Banyaknya
kesejahteraan modal peternak peternakan perusahaan
peternak Masih lemahnya agroinput,
daya tawar pengolahan produk
peternak/kelompo ternak,
k peternak penggemukan sapi
terhadap dan sebagainya
pedagang yang berdomisili di
agroinput dan Sumatera Utara
pasca produksi sehingga bisa
Masih tingginya mendorong
tingkat perkembangan
ketergantungan peternakan
akan produk . Terdapatnya
impor, khususnya beberapa UPT
bahan baku Pusat dan UPTD
pakan, obat- khusus dibidang
obatan  hewan, peternakan yang
dan daging sapi dibangun di
Timbulnya Sumatera Utara

. Provinsi  Sumatera
Utara tidak hanya
sebagai sumber
produksi ternak,
sekaligus juga
sebagai pasar
produk peternakan
karena tingginya

jumlah penduduk di
Sumatera Utara

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahan

pola pemanfaatan ruang

baik

ruang darat

untuk

kegiatan

budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan tanaman
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rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan
peternakan.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap
kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan
penggunaan lahan tertentu.

Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang
merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap
potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan
Peternakan.  Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya
peternakan besar, peternakan kecil dan unggas. Lokasi kegiatan
peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian

pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan  jenis ternak besar potensial
dilakukan di Langkat, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun,
Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Samosir,
Toba Samosir, Padang Lawas, Dairi, Humbang Hasudutan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara serta Binjai

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil
dan babi dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk
pengembangan perternakan hewan kecil.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi
kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan
yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga biogas.
Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong
terhadap kecenderungan masa depan adalah sulit
mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat kawasan
peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan

pembangkit listrik.
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Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti
dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran
ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air
tanah dan pencemaran Udara kalau tidak dikelola dengan baik.
Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan
limbah cair peternakan dengan teknologi tepat guna merupakan
bagian dari upaya mitigasi produksi gas rumah kaca dari subsektor
peternakan. Hal ini juga terkait untuk mengurangi intensitas iklim
ekstrim.

Rekomendasi dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota
pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit

sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera
Utara mencakup mengurangi ketimpangan, pelayanan kesehatan
masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, peningkatan kualitas
pendidikan, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penataan ruang
dan lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan modal usaha
Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembangunan
ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara baik kualitas
maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :
1. Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan pangan dan
peternakan
Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras
Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan
Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak

Masih terbatasnya sumber daya manusia pangan dan ternak

o gk~ w DN

Terbatasnya aksesbilitas peternak terhadap sarana produksi,
pemasaran dan permodalan;
7. Masih tingginya ancaman terhadap penyakit hewan menular strategis

dan zoonosis.

1 —
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi tersebut serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan
peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan
dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan

Mengacu pada tujuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan, maka sasaran
pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Sumatera Utara 2018-2023 yang akan
dicapai adalah:

1. Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat;

2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
1 2 3 4 5
1 | Terwujudnya | Meningkatnya | Skor Pola Pangan Harapan 90,40 91,44 92,42 93,40 94,30
kemandirian | Kecukupan (PPH)
dalam rangka | Gizi dan
ketersediaan | Keberagaman
pangan Pangan
Masyarakat
Meningkatnya | Nilai Tukar Petani (NTP) 113,65 114,44 115,23 116,02 116,81
Produksi dan | Peternakan (Poin)
Nilai Tambah
Produk
Peternakan
Produksi Daging (Ton) 169.775,74 | 175.551,96 | 181.328,00 | 187.104,00 | 192.880,62
Produksi Telur (Ton) 186.062,33 | 191.961,45 | 197.861,00 | 203.760,00 | 209.658,81
Produksi Susu (Ton) 1.587,56 1.661,68 1.736,00 1.810,00 1.884,05
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat
Misi | Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa,

Tersedianya Sandang Dan Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Pendidikan Yang Baik, Kesehatan Yang Prima, Mata

Pencaharian Yang Menyenangkan Serta Harga-Harga Yang Terjangkau

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya 1. Meningkatnya Kecukupan 1. Pengembangan diversifikasi pangan 1. Percepatan
kemandirian Gizi dan Keberagaman 2. Penanganan diversifikasi pangan penganekaragaman konsumsi
dalam rangka Pangan Masyarakat 3. Stabilisasi harga dan pasokan pangan pangan berbasis
ketersediaan 4. Pengawasan mutu dan keamanan pemanfaatan potensi sumber
pangan pangan segar. daya dan kearifan lokal
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2. Meningkatnya Produksi 1. Pengembangan peternakan berbasis 1. Mengefisienkan nilai yang

dan Nilai Tambah Produk korporasi petani dikeluarkan untuk usaha
Peternakan 2. Peningkatan perbibitan ternak peternakan
3. Pengembangan pakan ternak 2. Percepatan peningkatan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit produksi melalui pemanfaatan
hewan secara optimal sumber daya
5. Penguatan kelembagaan dan peternakan

pengembangan usaha peternakan.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

":(?;Z?Fgr Data Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
tujuajn capaian Unit kerja
. Sasara Program dan sasaran, Satu pada perangkat .
Tujuan Kode . tahun — daerah Lokasi
n kegiatan program (out an Kondisi kinerja
come), dan awal pada akhir penangung
kegiatan perae::an 2019 2020 2021 2022 2023 periode renstra jawab
(output) perangkat daerah
Targ Targ Targ Targ Targ Targ
et Rp et Rp et Rp et Rp et Rp et Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1'1 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
Pening Mening
katan katnya
Program Layanan
pelaya pelayan o :
Pelayanan administrasi o
nan an e ) %
. . Administrasi kantor  yang 100
adminis | adminis Perkantoran tertangani
trasi trasi 9
perkant | perkant
oran oran
Penyediaan
jasa surat Pelayanan
menyurat dan surat Bula
penyelenggaraa menyurat n
n kearsipan
_Penyediaan ) Sarana
jasa komunikasi, o
sumber dava air komunikasi, Bula
er day air dan listrik n
dan listrik
_Penyediaan Tenaga
jasa tenaga endukun Oran
pendukung p 9 g
Penyediaan .
jasa kebersihan klzilt)grrsman Bula
kantor n
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penyediaan Alat tulis
ATK kantor Eula
Penyediaan
Barang
S:;ang Cetakan cetakan/peng Bula
Penggandaan gandaan n
Penyediaan alat
tulis kantor, ATK, barang
barang cetakan cetakan
dan pengadaan
Penyediaan Makanan dan
makanan dan minuman Bula
minuman n
Rapat-rapat
koordinasi dan Rapat, :
; konsultasi,
konsultasi ke L Bula
dalam dan luar koordinasi dan n
daerah pertemuan
Penyediaan
Jasa Jasa
Adminstrasi administrasi Bula
Perkantoran/Keu n
angan
Penyediaan Bahan
Bahan bacaan bacaan dan
dan Peraturan " : Pake
Perundang- reterensi t
lainnya
undangan
Penyusunan
regulasi Regulasi /
pembangunan 9 dok
ketahanan peraturan - oku
pangan dan peraturan men
peternakan
Penyediaan Keamanan
jasa lingkungan Bula
pengamanan kantor n
Penyelenggaraa
n tata usaha
perkantoran, Tata usaha Bula
kearsipan, perkantoran n
Perpustakaan,
dan
dokumentasi
S Terkelola dan
/_I\r;\é?ntansay terinventarisas | Lapo
inya aset ran
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Penyediaan

kegiatan Pengadaan
pendukung barang dan Bula
pengadaan jasa n
barang dan jasa
Promosi dan
Propaganda .
Ketahanan Prgozoas:wéa Bula
Pangan dan propag n
peternakan

Pening Mening Lancarnya

katan katnya Program elaksan);an

Sarana | sarana Peningkatan Ee iatan

dan dan Sarana dan o ?arasional % 100

Prasar prasara Prasarana apartaur

ana na Aparatur gmerintah

Aparat aparatu P

ur r
Pangadaan
Perlengkapan erlljing:;‘,?% r: Pake
Gedung kantor 9 9 t
Pengadaan
Peralatan Pe?jrl?ruatign tor Pake
Gedung Kantor 9 9 t
Pengadaan /
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan erlengkapan Pake
dan Peralatan P gkap t
Kantor
Pemeliharaan Menir)gkatnya
rutin/berkala E?eplzis\;itgssdan Pake
gedung kantor | t

ayanan
Pengadaan /
; Gedung /

Bangunan | bangunan | PO
Pemeliharaan .
rutin/berkala k'\;ezls?tgaksag;f
kendaraan efe‘z)ktivitas Pake
dinas/operasion t
al layanan
Pengadaan / Kendaraan
Pemeliharaan dinas Bula
Kendaraan n
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Dinas /
Operasional

Pemeliharaan
rutin/berkala

Meningkatnya
kapasitas dan

hari-hari tertentu

hari tertentu

peralatan efektivitas EUIa
gedung kantor layanan
Pemeliharaan k'\;eZ;?gksactjr;f
rutin/berkala pasit Bula
efektivitas
taman kantor n
layanan
Pengadaan / Taman
Pemeliharaan Pake
Kantor
Taman kantor t
Meningkatnya
Pengadaan kapasitas dan
peralatan dan fektivi Bula
ropaganda efektivitas n
P layanan
lfoemnygﬂg?n Meningkatnya
omp kapasitas dan
Listrik/Penerang o Bula
an Bangunan efektivitas n
Kantor layanan
Pengadaan Komponen
Komponen listrik / Pake
Listrik penerangan t
Pening Mening Program Terlaksanany
kaan katnya b a kegiatan
disiplin disiplin P(_-:‘mn_gkatan dukungan Tahu
Disiplin Aparatur S n
aparatu | aparatu kedisiplinan
r r aparatur
Pengadaan
pakaian dinas .
beserta E‘akalan Stel
dinas aparatur
perlengkapanny
a
Pengadaan ’ .
pakaian khusus Pakaian hari - | g
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Pengadaan

pakaian Pakaian Stel
olahraga olahraga
lengkap
Pengadaan
Pakaian .
Aparatur dan dﬁ’sgglan Pake
Perlengkapanny t
a
Pening Mening
katan katnya Program
kapasit | kapasit Peningkatan Terlaksanany
as as Kapasitas a pendidikan | Tahu
sumber | sumber Sumber Daya dan pelatihan n
daya daya Aparatur aparatur
aparatu | aparatu
r r
Pendidikan, Pendidikan
pelatihan formal ) Bula
dan pelatihan
dan non formal n
Eenlng Mening
atan
sistem katnya Program
sistem Peningkatan Terlaksanany
pelapor :
pelapor Pengembangan a kegiatan
an )
’ an Sistem dukungan Tahu
capaia .
n capaian Pelaporan pelaporan n
Kineri kinerja Capaian Kinerja kinerja dan
inerja d dan K K
dan an an Keuangan euangan
keuang keuang
an
an
Penyusunan Laporan
laporan K Lapo
euangan
Keuangan ran
koordinasi
Perencanaan
Ketahanan Dokumen
Doku
Pangan dan perencanaa men
Pembangunan
Peternakan
Penerapan
Sistem
Pengendalian Terlaksanany Bula
Intern asPIP n
Pemerintah
(SPIP)
rencana ke | e RKA,
perangkat ) DPA dan Doku
daerah DPPA men
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Seimbang dan
Aman (B2SA)

Pengelolaan Terkelolanya
Administrasi administrasi bulan
Keuangan keuangan
Penatausahaan Terlaksanany Lapo
Keuangan a tata usaha rar?
keuangan
Penatausahaan Terlaksanany
Keuangan dan a tata usaha Lapo
Aset keuangan dan | ran
aset
Monitoring dan
Evalu_aS| Lo Dokumen Doku
Capaian Kinerja Monitorin men/
Ketahanan 9
dan Evaluasi Lapo
Pangan dan ran
Peternakan
Penyusunan
Statistik
Ketahanan Data statistik Doku
Pangan dan men
Peternakan
Penyebaran
informasi dan .
ublikasi Info_rma_5| dan
p publikasi Lapo
ketahanan di
inas ran
pangan dan
peternakan
1. Men
Terwuj ingkatn
udnya ya Program
K Kecuku b
eman an Peningkatan Skor Pola
dirian gizi Diversifikasi dan Pangan Skor
dalam dan Ketahanan Harapan 88,50
rkangka Kebera Pangan (PPH)
d(_eterse gaman Masyarakat
jiaan
pangan Pangan
Masyar
at
Penganekaraga
man Konsumsi Jumlah
Pangan kelompok Kelo
Beragam, masyarakat mpok
Bergizi, yang dibina Tani
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Jumlah

Pemantauan laporan
dan Analisis pemantauan Lapo
Ketersediaan dan analisis ral;
Pangan ketersediaan
pangan
Pengembangan Peralatan
pengolahan pengolahan
pangan lokal pangan paket
Pengembangan
Lumbung
Pangan Sebagai Gabah Kering K
Cadangan Giling (GKG) 9
Pangan
Masyarakat
Penanganan Jumlah lokasi
Masyarakat rawan pangan Loka
Miskin di Daerah an di'iangani si
Rawan Pangan yang 9
Penanganan
Gizi Buruk di u?\?gliut?;ita Oran
Daerah Rawan izi buruk
Pangan 9 9
Pengembangan .
. SO I Jumlah unit
Sistem Distribusi .
dan Stabilitas u_sa}ha yang Unit
dibina

harga Pangan
Sertifikasi buah Kelompok Kelo
dan Sayuran ifikasi K
Segar tersertifikasi mpo

Tani
Peringatan Hari
Pangan Sedunia pameran dan
(HPS) tingkat Kali

> lomba

Provinsi dan
Nasional
Perhitungan
Pola Pangan ;D;::a skor Lapo
Harapan (PPH) ran
Optimalisasi
pemanfaatan
pekarangan Kelo
melalui kawasan KRPL mpok
rumah pangan Tani

lestari (KRPL)
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Pengembangan
dan penguatan

Pengutan
kme(fgglp'fkag? modal usaha Loka
desa binaan tim kelompok sl
penggerak PKK

Fasilitasi

Gapoktan dan Fasilitasi Bula
toko tani gapoktan / TTI n
indonesia TTI

Laporan

Pemantauan panel harga
harga bahan bahan pangan | Bula
pokok strategis pokok n
strategis

Penyusunan Laporan NBM
neraca bahan dan Lapo
makanan (NBM) ketersediaan ran
Penanganan
daerah rawan Bantuan

h Pake
pangan transien pangan ¢
dan kronis
Gerakan
Masyarakat Bantuan Kelo
Mandiri Pangan GEMA mook
(GEMA PANGAN Ta"’ni
PANGAN)
Operasional
Balai
Pengawasan Operasional
Mutu dan Balai bulan
Keamanan
Pangan
Pembinaan
registrasi
pangan segar Reguister Doku
asal tumbuhan Beras men
(PSAT) beras
yang beredar
Pengujian zat
berbahaya pada
pangan segar Uji sampel Buah

asal tumbuhan
(PSAT)
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Jumlah

Pelayanan
Keamanan dan :,%arir;?; si
Mutu Pangan beras Kali
Togar Asel sertifikasi dan
pengujian
(PSAT) sampel
Peningkatan
koordinasi mutu
dan keamanan
pangan pelaku Pertemuan kali
usaha pangan
segar asal
tumbuhan
(PSAT)
Pembinaan
mutu dan . .
keamanan Pembinaan kali
pangan
Penyebarluasan
informasi dan Meningkatnya
publikasi skor pola
ketahanan pangan bulan
pangan dan harapan
peternakan
Pemberian
penghargaan Penerima
adhikarya penghargaan .
pangan APN Jenis
nusantara (APN)
tingkat provinsi
. Rekkomendas
Koordinasi i Doku
gsgﬁgnan pembangunan | men
angan ketahanan Lapo
pang pangan dan ran
peternakan

Pos simpul
koordinasi
(POSKO) Rapat Kali
ketahanan POSKO
pangan dan
peternakan
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2. Men

ingkatn
ya
Produk Program Produksi 160.498,6
si dan Peningkatan daging; Ton 1;
Nilai produksi Hasil 1 produksi telur; 173.605,3
Tamba Peternakandan | proqyksi susu 4;
h Pencegahan/Pe 1.402,56
Produk nanggulangan
Peterna Penyakit Hewan
kan
NTP
peternakan Skor 112
Pengembangan Jumlah ternak
Ternak ruminansia Ekor
Ruminansia besar  yang
Besar didistribusikan
Pengembangan .
Ternak Sapi Ternak sapi ekor
Pengembangan Ternak ekor
Ternak Kerbau kerbau
Pengembangan
dan pengolahan Ternak sapi
B ekor
ternak sapi perah
perah
Jumlah
Pengembangan ternak
Ternak ruminansia ekor
Ruminansia kecil
Keil ecil yang.
didistribusikan
Pengembangan Ternak ekor
ternak Domba domba
Pengembangan Ternak
dan pengolahan ¥
; kambing ekor
ternak kambing
perah
perah
Pengembangan Ternak ekor
Ternak Kambing kambing
Pengembangan Tersebarnya
Ternak Non ternak non Ekor
Ruminansia ruminansia
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Pengembangan

Ternak Babi Ternak babi ekor
Jumlah
Pengembangan ternak unggas ekor
Ternak Unggas yang
didistribusikan
Pengembangan .
Ternak Itik Ternak itik ekor
Pengembangan Ternak ayam ekor
ternak ayam
Penumbuhan Kampung T
kampung ternak ternak em
pat
Revitalisasi Pertemuan
kelompok tani revitalisasi kali
ternak kelompok tani
Peningkatan )
kemitraan dan Jumiah . kalifik
: ; kelompok tani elom
investasi usaha ang dibina ok
peternakan yang POK
tani
Peringatan Pelaksanaan
bulan bakti Bulan Bakti kali
peternakan Peternnakan
Pengembangan Pengembanga
aneka ternak n aneka
dan hewan ternak dan bulan
kesayangan hewan
kesayangan
Pengawasan
Laporan
peredaran obat lapor
hewan pengawasan an
Obat - obatan
Pengadaan hewan,
obat-obatan desinfektan paket
dan vitamin
Pencegahan Jumlah
dan pengadaan Ekor
Pemberantasan vaksin/obat
Penyakit Hewan hewan
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Pencegahan
dan
penanggulangan
penyakit Avian Vaksin Al
Influenza (Al)
pada ternak
unggas
Pencegahan
dan
penanggulangan
penyakit
septicaema Vaksin SE
epizooticae (SE)
dan Brucellosis
pada ternak sapi
dan kerbau
Pencegahan
dan
penang_gulangan Vaksin HC )
penyakit hog Dosis
cholera (HC)
pada ternak babi
Pencegahan
dan
pemberantasan Vaksin
penyakit rabies Rabies Dosis
pada ternak
anjing

dosis

Dosis

Investigasi Laporan
penyakit hewan investigasi bulan

Revitalisasi Operasional
check point Check Point bulan

Pelayanan
Kesehatan Jumlah unit
Masyarakat usaha yang Unit
Veteriner dibina
(Kesmavet)

Operasional Operasional
UPT kesmavet UPT bulan

Pengawasan
dan pengujian
mutu pangan Sampel buah
asal hewan
(PAH)
Peningkatan Pembinaan
kompetensi juru juru sembelih oran
sembelih halal halal g
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Pengendalian/pe Laporan

ngawasan pemotongan lapor
pemotongan ternak an
ternak

Optimalisasi Fasilitasi

kinerja peralatan

laboraturim laboratorium paket
kesmavet Kesmavet

Pembinaan dan
pencegahan

Pertemuan kali
penularan
Z00Nnosis
Fasilitasi kios Peralatan
daging kios daging paket
Penerapan
hygiene, sanitasi
dan Pertemuan kali
kesejahteraan
hewan
Optlmallsa§| Jumlah
Inseminassi akseptor 1B Akse
Buatan (IB) ptor
Pengadaan dan N2 cair Liter

distribusi N2 cair

Pengadaan dan
distribusi semen Semen beku

beku Dosis
Pengawalan .
UPSUS SIWAB Panen pedet kali
Optimalisasi
kinerja produksi Operasional
UPT Inseminasi 1B bulan
Buatan (IB)
Pengembangan
sarana dan Peralatan 1B paket
prasarana IB
Pelayanan Jumiah

elay layanan klinik Kali
Klinik Hewan

hewan

Operasional .
UPT Klinik L?Fﬁ’f’as'ona' bulan
hewan
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Peningkatan

Pelayanan
medik berjalan

fasilitas UPT dengan baik
Klinik Hewan dan bulan
profesional
Pencegahan
dan pengobatan Obat - obatan
penyakit hewan paket
Berjalannya
Pengujian dan pelayanan
Pengembangan pengujian dan bulan
Pakan Ternak pengembanga
n pakan
Operasional
;J:HT pengujian Kinerja
pengembangan maksimal UPT | bulan
pakan ternak
Optimalisasi
kinerja
laboratorium Peralatan
UPT pengujian kantor dan
- paket
dan laboratorium
pengembangan
pakan ternak
Pembibitan Jumlah bibit
Ternak ternak Ekor
Ruminansia ruminansia
Besar besar
Pembibitan tg?:;fh bibit
Ternak ruminansia Ekor
ruminansia Kecil .
kecil
Pembibitan Jumlah bibit Ekor
Ternak Unggas ternak unggas
Operasional
UPT Pembibitan Operasional
ternak unggas UPT bulan
dan sapi sihitang
Pengembangan
pembibitan .
ternak sapi di Ternak sapi ekor
sihitang
Pengembangan
pembibitan Ternak ekor
ternak unggas di unggas

sihitang
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Pengembangan
Hijauan pakan

ternak (HPT) di | Bibit paket
sihitang
Operasional
UPT pembibitan Operasional
ternak UPT bulan
ruminansia lobu
sona
Pembangunan/r
ehab gedung
dzz;ﬁ'gj.? ng Pembangunan
p = /rehab gedung | paket
pembibitan dan kandang
ternak
ruminansia lobu
sona
Pengembangan
hijauan pakan Bibit
ternak (HPT) di paket
lobu sona
Pengembangan
ternak di lokasi
desa binaan Ternak ekor
bangun desa kambing
mandiri terpadu
(Bangdes-madu)
Penerapan Penerapan
standar mutu standar mutu
pengolahan pengolahan bulan
pakan ternak pakan ternak
Pembibitan dan
pengolahan Pengembanga buah
pakan ternak n HMT
Promosi
potensi dan
’ investasi
Promosi/pamera bidang
n pembangunan ketahanan bulan
ketahan pangan angan dan
dan peternakan Eetegrnakan
dan pameran
Pengembangan
pembibitan Ternak sapi
ternak sapi dan dan domba ekor

domba di lobu
sona
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penanggulangan
penyakit Obat-obatan
gangguan
reproduksi

Pengembangan
Sarana dan Jumlah
Prasarana sarana dan Unit
Pembangunan prasarana
Peternakan

Dosis
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

ASPEK/FOKUS/BIDANG Kondisi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi
URUSAN/ INDIKATOR Kinerja pada Kinerja pada
No PEMKBEXEEJUAN AN aw;ll:)%?\;gde Target Target Target Target Target akrlgrppjli/lr:gde
DAERAH (2017) (2018)
1) (2 (3) 4) (5) (6) (1) (8) 9)
1 Ketersediaan Pangan
Utama :
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Konsumsi 88,5 90,4 92,3 94,3 96,3 98,1 98,1
(Pain)
2 Nilai Tukar Petani (NTP)
Sub Sektor Peternakan
Nilai Tukar Petani (NTP)
Peternakan (Poin) 112,07 113,65 114,44 115,23 116,02 116,81 116,81
- Produksi Daging (Ton) 160.498,61 169.775,74 175.551,96 181.328,18 187.104,40 192.880,62 192.880,62
- Produksi Telur (Ton) 173.605,34 186.062,33 191.961,45 191.860,57 203.759,69 209.658,81 209.658,81
- Produksi Susu (Ton) 1.402,56 1.587,56 1.661,68 1.735,80 1.809,92 1.884,05 1.884,05
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